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ABSTRAK
Latar belakang: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan
bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sehingga yang menjadi pertanyaan sejauh
mana implementasi dari ADD sehingga dapat diprioritaskan dalam upaya peningkatan
kesehatan utama masalah stunting yang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia.
Metode Penelitian: Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan crossectinonal dengan
tempat penelitian di Desa Kubutambahan. Sampel dalam penelitian adalah, kepala desa,
Puskesmas dan Masyarakat yang berjumlah mencapai 100 responden. Instrument
pengumpulan data adalah kuesioner tertutup dengan nilai uji valid dan reabilitas 0,6 dan
wawancara terstruktur bagi kepala desa, kepala puskesmas, sekdes, Bides dan BPD.
Hasil dan Pembahasan Rekapitulasi indikator implementasi kebijakan dana desa yaitu
78 % yang terlaksana sesuai dengan prioritas dana desa bahwa desa Kubutambahan
merupakan daerah slot stunting yang perlu mendapatkan upaya program pencegahan
stunting di Desa Kubutambahan.
Kesimpulan dan Saran Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Kubutamabahan utamanya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal
ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana
kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan
pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum
optimal. Sehingga disarankan ada sosialisasi lebih luas terkait ADD ini.
Kata Kunci : Dana Desa, Stunting, Implementasi
PENDAHULUAN
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Ruru, Kalangi and Budiarso, 2017). Fungsi desa yang sebagai
ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik dibidang pemerintahan
ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan kesehatan, yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Desa diera otonomi daerah lebih
menitikberatkan pada upaya pemerdayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, maka
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peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan
Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat
penting. Sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat
tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa dalam mengimplementasi
peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat. Dalam operasionalisasi
Desa untuk mewujudkan otonomi desa membutuhkan anggaran.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sumber-sumber dari Keuangan desa
menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah
Alokasi Dana Desa. Dana Desa baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan Dana
Desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa
dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Dana
Desa kepada kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Keberadaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan
Dana desa Tahun 2019 menjadikan desa untuk memprioritaskan pembangunan di desa
masing-masing. Khusus dalam hal pembangunan kesehatan di desa dengan program
atau permasalahan yang terdapat di desa masing- masing. Permasalahan yang masih
menjadi perhatian adalah Stunting. Beragam penanganan stunting juga terwadahi
melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 16 Tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa. Melalui peraturan tersebut,
warga desa terlibat aktif dan inovatif menghadirkan beragam kegiatan yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting (Chasanah et al., 2017).
Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek
dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) yang disebabkan
kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/ bayi. Kekurangan gizi ini terjadi sejak
dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah
anak berusia 2 tahun. Hal ini berdampak pada perkembangan otak anak di masa golden
period (0-3 tahun) yang disebabkan karena 80-90% jumlah sel otak terbentuk sejak
masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun(Banggai, 2017)
Secara global pada 2016, prevalensi stunting di seluruh dunia diperkirakan
sebanyak 22,9% atau 154,8 juta anak balita di dunia. (3)Di Asia, pada tahun 2016
terdapat 87 juta anak balita stunting (56%) dan 59 juta di Afrika (38,1%). Lebih
spesifiknya lagi, wilayah Afrika Timur (36,7%), Afrika Tengah (32,5%), Afrika Barat
(31,4%), dan Asia Selatan (34,1%).Sedangkan prevalensi anak balita stunting di Asia
Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketiga (36,4%) di atas Timor Leste (57,7%)
dan Laos (43,8%). Indonesia saat ini masih bermasalah dengan stunting. Angka stunting
turun dari 37,2% (Risdesdas 2013) menjadi 30,8% (Riskesdas 2018). Meskipun terjadi
penurunan pada tren stunting, angka tersebut masih berada di bawah rekomendasi WHO
yaitu < 20%.
Nawa Cita Presiden tahun 2015 kelima dan ketiga dalam kerangka negara
kesatuan merupakan jabaran untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dari
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pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Namun, upaya menghadirkan
generasi emas Indonesia dibayangi kehadiran stunting yang masih mengancam.
Menyikapi masalah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi mempunyai komitmen penuh dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018 sebanyak 30,5 prevalansi stunting
balita di Indonesia dan tahun 2019 dilaporkan stunting sebesar 27,7%. Menurut Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, dari data Riskesdas tahun 2018 di
Provinsi Bali prevalensi kejadian stunting sebanyak 21,9% bahwa terdapat 5 kabupaten
di Bali memiliki kejadian stunting dengan rata-rata diatas 20% sampai 25%. Kabupaten
tersebut adalah Bangli, Gianyar, Karangasem, Singaraja dan Jembrana. Kabupaten
Buleleng dengan ibu kota Singaraja memiliki angka kejadian Stunting tahun 2013 angka
stunting sebanyak 30,5% dan tahun 2018 sebanyak 20,5% angka kejadian stunting.
Angka yang masih tinggi dan segera harus diturunkan menjadi di bawah < 20% setiap
tahunnya (Dinkes Provinsi Bali, 2018).
Desa diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah Indonesia dalam upaya
menekan angka stunting. Dalam upaya perbaikan gizi dalam pencegahan dan
penanganan stunting perlu diwujudkan Indonesia sehat dengan dukungan prioritas
terhadap kegiatan gizi yang berfokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK)
(Chasanah et al., 2017). Pencegahan dan penanganan pada anak stunting dilakukan
melalui program-program gizi terkait stunting seperti pemberian tablet Fe, promosi ASI
eksklusif, promosi makanan pendamping ASI, suplemen taburia, suplemen gizi makro,
tata laksana gizi kurang dan gizi buruk, suplementasi vitamin A, promosi garam
beryodium, air dan sanitasi, bantuan pangan non tunai, dan pemberian obat cacing
(Nadhiroh, 2010)
Menurut penelitian Wulandari S tahun 2017 tentang analisis kemampuan
pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menyatakan bahwa aparat
pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan
dan pendidikan yang baik untuk menyelesaikan program desa, termasuk masalah
kesehatan seperti stunting. Beragam penanganan stunting juga terwadahi melalui
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2018 tentang pemanfaatan dana desa. Melalui peraturan tersebut, warga desa
terlibat aktif dan inovatif menghadirkan beragam kegiatan yang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan stunting. Penelitian sebelumnya oleh Hafid R tahun 2016
tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro
menyatakan bahwa dana desa yang merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah
untuk membiayai pembangunan dan perberdayaan masyarakat ternyata terbukti efektif,
dibuktikan dengan jumlah program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan
rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa baik dalam pelaksanaan,
kemanfaatan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Namun, menurutnya
dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa tersebut masih mengalami kendala seperti
lambatnya pencairan dana desa dan minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam
pelaporan penggunaan dana desa.
Upaya selanjutnya yang juga penting untuk mengatasi masalah stunting adalah
inovasi di bidang gizi yang dilakukan oleh desa. Program inovasi ini mempunyai tujuan
utama menekan angka stunting dengan kelompok sasaran berisiko stunting yaitu ibu
hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita. Dengan adanya inovasi di bidang gizi,
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil, ibu menyusui,
serta ibu dengan balita. Menurut Anggraeny C tahun 2016 tentang inovasi kesehatan di
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Puskesmas, menyatakan bahwa inovasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan. Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng
khususnya Desa Kubutambahan merupakan wilayah yang menjadi slot atau daerah
pencegahan Stunting terintegrasi. Berdasarkan data dari Puskesmas Kubutambahan I
angka kejadian stunting yang tercatat oleh Puskesmas Kubutambahan I sebanyak
15,57% dan di desa Kubutambahan mencapai 13,93%%. Angka yang sangat tinggi
untuk kategori desa maju. Sehingga desa Kubutambahan menjadi daerah binaan
penurunan dan pencegahan stunting. Puskesmas Kubutambahan yang mewilayahi Desa
Kubutambahan sebanyak 18 balita mengalami stunting, Desa Bulian 18 Balita, Desa
Bengkala 4 Balita, Desa Bukti 13 Balita dan Desa Depaha sebanyak 22 Balita. Selain itu
pula bahwa dapat disimpulkan secara umum masih terdapat kekurangan dan
kesenjangan masalah kesehatan yang makin kompleks di desa Kubutambahan seperti
belum efektifnya program-program pencegahan stunting dan belum optimalnya
koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan.
Maka dari itu, upaya strategis perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut
terutama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang harus didukung oleh
kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan hingga di
tingkat desa dengan interelasi, interaksi, dan keterpaduan berbagai upaya yang
dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara secara singkat kepada kepala desa Kubutambahan
mengenai pelaksanaan pencegahan stunting, sudah menggunakan dan anggaran dana
desa, bahwa pelaksanaanya sudah disesuai dengan anggaran dana desa yang disesuaikan
untuk pos pencegahan stunting. Pemerintah Desa telah menambah sumber daya manusia
berupa pengangkatan Bidan Desa sebagai bentuk upaya meningkatan pelayanan
kesehatan di Desa Kubutambahan yang jasa pelayanannya dibayarkan bersumber dari
alokasi dana desa. Hasil wawancara juga dijelaskan oleh bidan Desa Kubutambahan
bahwa alokasi dana desa membiayai PMT penyuluhan yang di bagikan di Posyandu
untuk semua Balita dan ibu hamil sedangkan PMT Stunting dari Dinas Kesehatan
disebut PMT pemulihan langsung ke sasaran yang menderita langsung stunting
sehingga ibu hamil yang mengalami KEK sudah mendapatkan PMT dan bagi Balita
yang mengalami gizi kurang atau buruk juga mendapatkan PMT, namun jika balita
dalam kondisi pendek, tapi gizi baik dan gemuk hanya di berikan konseling saja yang
kegiatan Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut
dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan berdasarkan PERMEN PDTT No. 16
Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan Stunting
di Desa Kubutambahan Wilayah Kerja Puskesmas Kubutambahan I.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan
berdasarkan PERMEN PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana
desa dalam upaya pencegahan Stunting di Desa Kubutambahan Wilayah Kerja
Puskesmas Kubutambahan I.
LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik
Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam
kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku
Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal
ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich ( Irfan Islami,
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2001: 3 ) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ …a proposed course of
action of a person, group, or government within a given environment providing
abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in
and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (….serangkaian
tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan
kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).
Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur
pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan
solusi pemecahannya secara tepat, cepatdan akurat, sehingga benar adanya apa yang
dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah
pilihan kebijakan
Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar,
yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.
Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus
menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa
pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya,
bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan
bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut
dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).
Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi
program (Ruru, Kalangi and Budiarso, 2017). Untuk dapat mewujudkan output dan
outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasian tanpa
diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit
sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan
adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijakan. Seperti yang dijelaskan dalam PERMEN PDTT No. 16 Tahun 2018 pasal 6
berbunyi : “Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta
pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil
(stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
4. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan
ibu hamil atau ibu menyusui;
5. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi
kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki
berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan
batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian
implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation”
(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan untuk
melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulakan dampak/ akibat
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terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh
gambaran bahwa “to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu
aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang,
peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari
aktifitas tersebuat akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.
Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-
masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya
pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian
ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam
penelitian ini.
Menurutmemberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat
variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3)
disposisi /sikap (dispotition/ attitude), (4) stuktur birokrasi (bureucratic structure) dan
keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Mustanir and Darmiah,
2016)
Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Upaya Pencegahan Stunting
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6
disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk
selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa
dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan
geografis. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa seperti yang disebutkan
pada BAB III Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat
lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa
berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan
kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Pada pasal 6 berbunyi
“(1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan
anak kerdil (stunting). (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, 2020
P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306 | Page 7
d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan
ibu hamil atau ibu menyusui;
e. Pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi
kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi
Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek hingga melampaui defisit 2 SD
dibawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi refrensi internasional.
Tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau tubuh anak lebih pendek dibandingkan
dengan anak-anak lain seumurnya merupakan definisi stunting yang ditandai dengan
terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi
badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak (WHO, 2016). Stunting dapat
diartikan sebagai kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dimasa lalu dan
digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan stunting pada anak. Faktor
penyebab stunting ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung.
Penyebab langsung dari kejadian stunting adalah asupan gizi dan adanya penyakit
infeksi sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah pola asuh, pelayanan kesehatan,
ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi dan masih banyak lagi faktor lainnya
(Depkes, 2013).
Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut,
dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan
pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka
panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif
dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko
tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh
darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak
kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kemenkes R.I, 2016)
Masalah gizi, khususnya anak pendek, menghambat perkembangan anak muda,
dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya. Studi
menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang
buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang
dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh
menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih
rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan
prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang
selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang
(UNICEF, 2012).
Upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan di negara-negara
berkembang berkaitan dengan gizi pada anak dan keluarga. Upaya tersebut oleh WHO
(2010) dijabarkan sebagai berikut:
a. Zero Hunger Strategy
Stategi yang mengkoordinasikan program dari sebelas kemeterian yang berfokus
pada yang termiskin dari kelompok miskin
b. Dewan Nasional Pangan dan Keamanan Gizi
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Memonitor strategi untuk memperkuat pertanian keluarga, dapur umum dan strategi
untuk meningkatkan makanan sekolah dan promosi kebiasaan makanan sehat
c. Bolsa Familia Program
Menyediakan transfer tunai bersyarat untuk 11 juta keluarga miskin.
Tujuannya adalah untuk memecahkan siklus kemiskinan antar generasi
d. Sitem Surveilans Pangan dan Gizi
Pemantauan berkelanjutan dari status gizi populasi dan yang determinan
e. Strategi Kesehatan Keluarga
Menyediakan perawatan kesehatan yang berkualitas melalui strategi perawatan
primer.
Upaya penanggulangan stunting menurut Lancet pada Asia Pasific
Regional Workshop (2010) diantaranya:
a. Edukasi kesadaran ibu tentang ASI Eksklusif (selama 6 bulan)
b. Edukasi tentang MP-ASI yang beragam (umur 6 bulan- 2 tahun)
c. Intervensi mikronutrien melalui fortifikasi dan pemberiam suplemen
d. Iodisasi garam secara umum
e. Intervensi untuk pengobatan malnutrisi akut yang parah
f. Intervensi tentang kebersihan dan sanitasi
Di Indonesia upaya penanggulangan stunting diungkapkan oleh Bappenas
(2011) yang disebut strategi lima pilar, yang terdiri dari:
a. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak
b. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
c. Peningkatan aksebilitas pangan yang beragam
d. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
e. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam
kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil,
artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan
suplementasi zat gizi (tablet Fe), dan terpantau kesehatannya. Selain itu setiap bayi baru
lahir hanya mendapat ASI saja sampai umur 6 bulan (Eksklusif) dan setelah umur 6
bulan diberi Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.
Ibu nifas selain mendapat makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa
kapsul vitamin A.
Kejadian stunting pada balita yang bersifat kronis seharusnya dapat dipantau dan
dicegah apabila pemantauan pertumbuhan balita dilaksanakan secara rutin dan benar.
Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis
untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, sehingga dapat dilakukan
pencegahan terjadinya balita stunting (Kemenkes R.I, 2013). Sehingga melalui keluar
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dapat digunakan sebagai upaya pencegahan Stunting di masyarakat .
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian
kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,
dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
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(Moleong, 2015:6). Berbeda dengan kuantitatif metode penelitian, penelitian kualitatif
memerlukan penyelidikan menggunakan open-ended umum pertanyaan (In contrast to
quantitative research methods, qualitative research requires inquiry using general
open-ended questions) (Zulkarnaen dkk, 2020).
Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus, pertama,
penetapan fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkuiri,
misalnya, membatasi diri pada penggunaan teori – teori tertentu yang sesuai dengan
masalah yang diteliti, sedang teori–teori yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari
penggunaannya kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria
inkluisi–inkluisi seperti perolehan data yang baru dilapangan (Moleong 2001 : 63). Jadi
Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan
yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu di
jamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan
kebijakan alokasi dana desa khusus upaya pencegahan stunting berdasarkan
implementasi PERMEN PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana
desa dalam upaya pencegahan Stunting di Desa Kubutambahan Wilayah Kerja
Puskesmas Kubutambahan I penulis menfokuskan pada penelitian implementasi
kebijakan Alokasi Dana Desa khususnya pada faktor- faktor yang mempengaruhi
implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa berupa :
a. Implementasi kebijakan, dengan fenomena yang diamati adalah :
1. Proses Implementasi Kebijakan, meliputi :
a) Penyusunan rencana kegiatan upaya pencegahan stunting.
b) Penyelesaian kegiatan ADD dalam upaya pencegahan stunting.
c) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD dalam upaya pencegahan
stunting.
2. Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi :
a) Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan upaya
pencegahan stunting.
b) Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
upaya pencegahan stunting.
c) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif dalam
upaya pencegahan stunting sesuai dengan potensi yang dimiliki.
d) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
3. Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah :
1. Intensitas sosialisasi kebijakan ADD dalam upaya pencegahan stunting.
2. Kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana dalam upaya
pencegahan stunting.
3. Konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD dalam upaya pencegahan
stunting.
4. Sumber daya, adapun fenomena yang diamati adalah :
1. Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD dalam upaya
pencegahan stunting.
2. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD dalam
upaya pencegahan stunting.
5. Sikap, adapun fenomena yang diamati adalah :
1. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya
pencegahan stunting.
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2. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya
pencegahan stunting.
3. Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya
pencegahan stunting.
6. Struktur birokrasi , adapun fenomena yang diamati adalah :
1. Pembentukan Struktur Organisasi, yaitu berkaitan dengan
pengelompokkan kerja dari masing – masing pelaksana ADD khususnya
dalam upaya pencegahan stunting
2. Pembagian tugas.
3. Koordinasi dari para pelaksana ADD dalam upaya pencegahan stunting.
7. Lingkungan, adapun fenomena yang diamati adalah :
1. Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Badan Permusyawaratan meliputi
Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung
kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya pencegahan stunting.
2. Kestabilan peran Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga
kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa dalam
upaya pencegahan stunting.
3. Kompleksitas lingkungan, yaitu banyaknya campur tangan lembaga lembaga
diluar organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi
kebijakan.
8. Ukuran dan tujuan Kebijaksanaan, dengan fenomena yang diamati adalah :
1. Kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
2. Ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.
Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu
pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan teknik
sampling tersebut, ditetapkan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa
Kubutambahan yang meliputi kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan
sekretaris desa sebagai koordinator program, anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), masyarakat dan pendamping desa yang bertugas di wilayah Kecamatan
Kubutambahan meliputi Kepala Puskesmas, Bidan Desa dan Bagian Gizi di Puskesmas
Kubutambahan 1. Penelitian ini dilaksanakan dua bulan yaitu mulai bulan Nopember
sampai dengan Desember 2019 dengan mengambil lokasi di Desa Kubutambahan
wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan 1. Metode analisis data menggunakan model
analisis interaktif (lihat Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Untuk mewujudkan
keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik menggunakan triangulasi sumber,
metode, maupun data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukan rangkuman jawaban informan tentang
perioritas dana desa sesuai PERMEN PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas
penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan Stunting. Sesuai konsep implementasi
kebijakan alokasi dana desa berdasarkan tanggapan informan proses penyusunan
rencana pencegahan stunting di susun berdsarkan hasil rapat bersama kepala desa dan
aparatur desa dengan mengundang kepala puskesmas, bidan kordinator, tim promkes
dan gizi. Hasil penyusunan di sampaikan dalam kegiatan rapat dan tertuang dalam
program kerja desa. Hasil tanggapan informan dari 30 informan sebanyak 25 informan
(83,3%) memberikan tanggapan sangat baik tentang proses penyusunan rencana
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pencegahan stunting di desa Kubutambahan, sedangkan 5 informan (17,7%)
memberikan tanggapan baik dalam penyusunan rencana pencegahan stunting.
Hasil wawancara mendalam dengan informan kepala desa Kubutambahan
menyatakan bahwa “Di desa kami penyusunan dana desa khusus upaya pencegahan
stunting dengan melibatkan Masyarakat dan pemegang kebijakan dibidang
kesehatan.............”(wawancara tanggal 17 Januari 2020). Demikian juga Kasi
Pembangunan Desa Kubutambahan membenarkan pernyataan di atas karena
berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan : ” Memang benar semua desa
telah menyusun rencana kegiatan ADD utamanya upaya pencegahan stunting melalui
rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), bahkan telah menjadi syarat
pencairan ADD untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya................”
( wawancara tanggal 17 Januari 2020).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa desa
Kubutambahan telah menyusun rencana upaya pencegahan stunting berdasarkan
Musyawarah Mufakat.
Selanjutnya hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang
sumber daya terhadap upaya pencegahan stunting di desa Kubutambahan. Pemerintahan
di Desa Kubutambahan meningkatkan sumber daya khususnya peningkatan sumber
daya manusia melalui pengangkatan bidan desa di desa kubutambahan dengan
menggunakan alokasi dana desa dan melaksanakan penyegaran Kader. Hasil
wawancara terhadap informan yaitu bapak kepala desa menyatakan bahwa
“pengankatan bidan desa yang digajih dari desa menggunakan dana desa sesuai
prioritas desa dikarena, bidan di desa telah ditarik oleh induk/Puskesmas, sehingga
memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya melakasanakan upaya-
upaya peningkatan kesehatan termasuk pencegahan stunting di Desa
Kubutambahan……….”. Pemilihan Bidan desa dilakukan oleh Desa bekerja sama
dengan Puskesmas Kubutambahan 1 dalam menentukan kriteria calon bidan desa.
Penelitian ini juga mewawancari responden mengenai faktor sumber daya dalam upaya
pencegahan stunting terintegrasi bahwa tanggapan Responden menyatakan baik (90%)
dan menyatakan cukup sebanyak 10% dimana responden tidak ada yang menjawab
tidak baik.
Hasil penelitian tentang komunikasi antar organisasi terhadap program
pencegahan stunting di Desa Kubutambahan bahwa berdasarkan hasil wawancara
terhadap informan yaitu kepala desa Kubutambahanya menyatakan “pihak desa selalu
menyapaikan program-program yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting
kepada pihak Puskesmas. Dalam setiap kegiatan di desa baik posyandu, penyuluhan
dan pembagian PMT desa selalu berkomunikasi dengan Puskesmas bersama Dinas
Kesehatan Kabupaten……….”. Selain itu informan dari pihak Puskesmas menyatakan
bahwa “ kegiatan- kegiatan yang lalu dan sekarang mengenai masalah stunting dan
kesehatan lainnya Puskesmas selalu berkomunikasi dengan desa guna meningkatkan
partisipasi dan peningkatan kunjungan yang datang dalam acara yang
dimaksud………”.
Hasil penelitian yang membahas mengenai tanggapan responden terhadap
karakteristik agen pelaksana terhadap upaya pencegahan stunting di Desa
Kubutambahan menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang karakteristik agen
pelaksana terhadap program pencegahan stunting di Desa Kubutambahan adalah 9
orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 42 orang (43,75 %) responden
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menjawab baik, 45 orang (46,88 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada
responden yang menjawab tidak baik.
Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan
sosial masyarakat terhadap program pencegahan stunting di Desa Kubutambahan
menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan sosial masyarakat adalah 11
orang (11,46 %) responden menjawab sangat baik, 54 orang (56,25 %) responden
menjawab baik, 31 orang (32,29 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada
responden yang menjawab tidak baik.
Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang sikap para
pelaksana terhadap program pencegahan stunting di Desa Kubutambahan menunjukkan
9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 53 orang (55,21 %) responden
menjawab baik, 34 orang (35,42 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada
responden yang menjawab tidak baik.
Rekapitulasi indikator implementasi kebijakan dana desa yaitu 78 % yang
terlaksana sesuai dengan prioritas dana desa bahwa desa Kubutambahan merupakan
daerah slot stunting yang perlu mendapatkan upaya program pencegahan stunting di
Desa Kubutambahan. Hal ini sudah berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan
indikator di atas teori Implementasi. Bahwa sesungguhnya berdasarkan hasil wawancara
dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah
terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik.
Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn ( dalam
Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan
ADD telah mencapai tujuan ? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai
sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan
ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan
Desa-desa di wilayah Kecamatan Kubutambahan adalah desa yang dikategorikan
miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kubutamabahan
utamanya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat
dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK),
penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.
Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat
dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya
penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya
kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi
swadaya gotong royong masyarakat.
SARAN
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Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga
setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak
berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta
ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pelaksana ADD
diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang
menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan
SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan
dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan
kecepatan data. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan
kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa
namun untuk kepentingan masyarakat.
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